
~omor 68, Tambabsn Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 47251; 

3. Undang-Undo.ng Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Pertandang-unriangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
.. Ta.mbahao Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 

5234); 
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
5495]; 

2. 

I 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah KabupaLen dalam Li:ngkungan 

Propinsi Jawa Tengah; •1 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tcntang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

1. Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketenruan Pasal 6 ayat (3) Peraruran 
Menteri Desa, Pembangunao Daerah Tertinggal. dan Transmigrasi 

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, 
perlu menetapkan Peraruran Bupati tenta.ng Rencana 
Ptmbangunan Kawaaan Perdesaan Pertaniao dan Petemakao 
Terpadu Sul,ur Makmur Sejati Kecamatan Toroh Tahun 2018 - 
2022; 

Menimbang 

BUPATI GROBOOAN, 
• 
I 

DENGAN RAHMATTUHANYANC MAHA ESA 

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 

PERTANIAN 01\N PETERNAKAN TERPADU SUBUR MAKMUR SEJATI 
KECAMATAN TO ROH TAHUN 2018 - 2022 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 

NOMOR 71 TAHUN 2018 

BUPATI GROBOGAN 
PROVINS] JAWA TENGAH 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemc:ri.ot.aban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
' Tahun 2014 Nomor 244, Tambnhan Lembanm Negara 

Republik Indonesia Nom.or 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang NomoT 9 
Tahun 2015 tentang Pcruhaban Kedua Alas Undaog-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
6. Peraturan Pcmerintah Nomor 43 Tabun 2014 tcotang 

Pcraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) 

sebagaimana tclah diuba.h deogan Peraturan Pemerinteb 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tcntang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157. Tambahan Lembahln Negara Republik 
Indonesia Nomor 57 17); 

7. Peraturan Mcntcri Desa, Pembarigunan Daerab Tertinggal, 
dan Trans~ Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembangunan )Sawasan Perdesaan (Bcrita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 359); 

8. Pcraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wllayab Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 200Q-2029 (Lembaran Daerah Pro4insi Jawa 
Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 
9. Pcraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provin~ Jawa 
Tengab (Berita Daerab Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 
Nomor 36}; 

10_ Peraturan Dacrah Kabupaten Oroboean Nomor 7 Tahun 
2012 tcntang Renca.na T-ata Rtumg Wtlayah Kabupaten 
Grubogan Tu.bun 2011·2031 (Lembaran Daemh Kabupaten 
Grobogan Tabun 2012 Nomor6); 



• Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah. 

Dalam Peraruran Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Bupati adalah Bupati Grobogan, 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyclcnggara Pcmerintaban 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintabao yang menjadi 
kewenangan daerab otonom. 

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan, yang 
selanjutnya disebut Bappeda adalab perangkat daerah yang membidangj 
urusan perencanean pembangunandaerah pada tingkat Kabupaten, 

5. Tim Koordinasi Pembanguna.o Ka.wasa.n Perdesaan yang selanjutnya disingkat 
TKPKP adalab lembaga yang terdiri dari unsur Pcrangkat Dacrah, dan unsur 
pemerintah desa, yang m.enyelenggarak.an pcmbangunan kawaaan1 nerdesaan 
sesuai dengan tingkat kewenangannya I 

6. Camat adalah pcrangkat Daerah yang mempunyaj wilayab kerja di tingkat 

kecamatan. 
7. Deea adalah kessruan masyarakat bukum yang meroiliki batas-batas wilayab 

yang bcrwenang untuk mengatur dan menzurus urusan pemerintahan, 
;;. kepcntingan wasyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyara.kat, hak 

asaJ usu! dan/atau bak tradisional yeng diakui clan dihormati da]aro Sistem 
Pemerintahan Negara Kesa.tuan Republiklndones.ia yang berada di Daerah.. 

8. Pemerintahan Dcsa adalab pcnyelenggaraan urusan pcmcriotahan den 

kepeotingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintabao Negara 

BAB I 
KETENiUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

KAWASAN PERDESAAN PERTANlAN DAN PETERNAKAN 

TERPADU SUBUR MAKMUR SEJATI KECAMATAN TOROH 

TAHON 2018 - 2022. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

11:·· Peraturan Bupati Grobogan Nomor l Tahun 2016 tentang 
Pdak:sanaan Ke:rjasema Dess Di Kabupaten Grobogan (Bcrita 
Oaerah Kabupatcn Grobogan Tahun 20!6 Nomor 1); 



• 

Pendabuluan 

Deskripsi Kondisi Kawasan Perdesaan 
Delineaai dan Susunan Fungsi Kawasan 

IOastcr dan Sa.sarnn Ktnster 

Model Sinergisme Pembangunan Kawasan 

Matrik Program da.n Kegiatan 

Penutup 

dimaksud pada ayat (I) disu:sun dcn!9U) sist.ematika (2) RPKP sehagaimana 

sebagai berikut : 
a. BAB J 

b. BAB Il 
c. BABIIl 

d. BAB IV 

e. BABV 

f. BABVI 

g. BAB Vil 

I melaksana.kan pcmbangunan Kawasan dirJV)kaud. 

( 1) RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang bcrlaku 
selama 5 (lima) tabun yang didalaronya memuat program pembangunan 

Kawasan Perdesaan Pertani.an Peternakao Terpadu Subur Malanur Sejati 
Kecamatan Torob Kabupaten Gmhogan, sebagai acuan bagi TK,?KP dalam 

BABIIl 

RENC/\NA PEMBANOUN/\N KAWASAN PERDESI\AN 

Pasal 4 

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan benujuan unruk mempercepat clan 

meoingkatkan kualitas pelayaoan, pengembangan ekonom.i, dan/atau 
peniberdayaa.n masyarakat Desa melalu.i pendekatan partisipatif dcngan 

mengiotegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para 

pihak pada kawasan yang ditctapkan. 

(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) 

diprioritaskan pada pengcmbangan potensi dan/atau pemecahan masalah 

kawasan perdesaan. 

PasaJ 3 

(9) Penyelenggara.an Pembangunan Kawasan Perdesaan dcngan prinsip 

akuntabilitas sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) buruf h mernpakan 

Pembanguoan Kawasan Perdesaan da.lam setiap pengambil keputusan harus 

bertanggung jawab kcpada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik 

internal maupun ekstemal, 



I 

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan kawaean perdescan sebagaima.na 
dimaksud dalarn pasal 7, Pemerincah Daerah dapat mengusulkan program 
Pembarigunan Kawasan Pertanian dan Petemakan Terpadu Sumber Makmur 

Sejati kepada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan pemerintahan Pusat. 
(2) Pelaksanaan pengusulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-unrfa ng;in. 

PasaJ 8 

(lJ Pembangunan Ka:wasan Perdesaan sebagaunana dimaksud dalam PasaJ 6 
diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai 
kompetensi dan bidang tugasnya. 

(2) Penunjukan Perangkat Daerah sebagain:ana dimak:sud pada ayar (1) 
ditetapkan dalam Keputusan Bupati atas usul TKPKP. 

(3) Dalrun melaksa.nakan kegiatan Pcmbangunan Kawasan Pcrdceaan, Pcrangkat 
Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan 

Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. 
(4) Ketentuan roengikutsertakan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa 

sebagairnana dimaksud pada ayat (3) antara lain. dalam hal.: 

a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan 
pembangunan k.awasan perdesaan; 

b. mcmfasilitasi musyawarah Desa untuk rocmbahas dan m'1-1yepakati 
pendayagunaan asset Daerah dan tata ruang Desa; dan 

c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial. 

Passi 7 

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada Dokumen 

RPKP sebagaimana dimaksud da!am Pasa! 5. 

BAB IV 
PENYELENGGA.RAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEROESAAN 

Pasal 6 

Dokumcn Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana d.ima.ksud 
dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 



Pembiayaan Pemba.ngunan Kawasan Perdesaan Bersumber dari: 
a. Anggl:UcUl Pendapatan Oclanja Negara; 

b Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provirrsi Jawa Tcngah; 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan; 
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan 
e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

BAB VJ 

PEMBIAYAAN 

Pasal 10 

sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP kabupaten dalam pclaksanaan 

pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya 
(9) Bupati melaporkan basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5) kepada 

Gnbernur Jawa Tengah melalui Tl<PKP provinsi. I 

J 

(8) Bupati menindaklanjuti hasil evaJuasi sebagaienana dimakeud dalam ayat t7) 

Pemhangunan Kawasan Perdesaan pada periode sclanjutoya. 
(7) Kepala Bappeda melaporkan hasil cvaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada 

ayat (5) kcpada Bupati. 

(1) Penyc:lenggara pembangunan Kawasan Pedesaan sebagairnana dimaksud 
dalarn Pasal ·1 melakukan pengendaliau dan cvaluasi tcrhadap pelakeanaan 

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. 
(2) Pengendalian sebagaimana pada Pasal 9 ayat (1) merupakan kegiacan untuk 

mengarahkan program pembangunan kawasan perdesaan yang disertai 
kebutuhan pendanaan yang diruangkan dalam Rencana Kerja Pernbangunan 
Daerah (RKPD) sesuai dengan Rcncana Pcmba.ngunan Kawasan Perdes.aan. 

(3) Pelaksana pembangunan Kawasan melaporkan kinerja kepada Dupati melalui 

Kepala Bappeda. 
(4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada 

Bappeda tiap 3 [tiga] buJan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak 
dimulainya pelaksanaan pembangunan. 

(5) Haail cvaluasi terhadap laporan kinerja sebagairnana dimaksud pada ayat (4) 

menjadl dasar bagi Bappeda dalam mcnilei capaian Rencana Pernbangunan 
Kawasan Perdesaan. 

(61 Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan Rencana 

BABV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 9 



I 

- !';,,,. - - 

~ 

BERJl'A DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 _NOMOR 71 
I 

Peraturan Bupati iru mulai berlaku pada tangsal diundangkan 
Aga. setiap orang mengetahuinya, rncmcrintahkan pcngu.n.dangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempamnnya dalam Betita Daerah Kabupaten Grobogan . 

BAB Vil 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

• 
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